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Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

mengamanatkan kepada seluruh pimpinan pencipta 

arsip untuk menetapkan klasifikasi keamanan dan akses 

arsip dinamis; 

b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

c. bahwa Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam 

huruf b, belum mengakomodir seluruh fungsi yang ada 

di unit kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
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Perlindungan Anak dan belum menyesuaikan dengan 

perkembangan peraturan perundang-undangan di 

bidang kearsipan sehingga perlu diganti;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Klasifikasi 

Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286);  

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 103); 

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi 

Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;  

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KLASIFIKASI KEAMANAN 

DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dan media sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

dibuat dan diterima oleh Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara 

langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan 

selama jangka waktu tertentu.  

3. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah 

pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis 

berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang 

ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan 

negara, publik dan perorangan. 

4. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian 

pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil 

dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta 

arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip.  

5. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah 

semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan 

arsip di lingkungannya.  

6. Unit Kearsipan adalah unit kerja pada pencipta arsip 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan kearsipan. 
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7. Biasa/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi 

apabila dibuka untuk umum tidak membawa dampak 

apapun terhadap keamanan negara. 

8. Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi apabila 

diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat 

mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan 

tugas lembaga pemerintahan. 

9. Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi apabila 

diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat 

mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan 

negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, 

termasuk dampak ekonomi makro. 

10. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja 

yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak.  

11. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan 

hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar 

lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak.  

12. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang 

selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang 

bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan 

informasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak.  

13. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen 

PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak. 

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak. 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2019, No. 1637 
-5- 

Pasal 2 

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kemen PPPA 

dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Pengolah dan Unit 

Kearsipan dalam menentukan keterbukaan dari kerahasiaan 

Arsip untuk melindungi hak dan kewajiban Kemen PPPA dan 

pengguna dalam pelayanan Arsip. 

 

Pasal 3 

Penyusunan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 

Kemen PPPA bertujuan untuk: 

a. mendukung pengelolaan Arsip Dinamis yang efektif dan 

efisien; 

b. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan 

kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, 

keutuhan, otentisitas dan realibilitas Arsip dapat tetap 

terjaga; dan 

c. mengatur akses Arsip Dinamis yang sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah 

terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak-pihak yang 

tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak 

sah. 

 

Pasal 4 

(1) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kemen 

PPPA terdiri atas: 

a. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 

Fasilitatif; dan 

b. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 

Substantif. 

(2) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kemen 

PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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